ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA







A. Tinjauan tentang Putusan Hakim 
1. Pengertian Putusan 
Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau 
al-aqda’u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak 
yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk 
pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang 
sesungguhnya” atau jurisdictio cententiosa”.1  
Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan 
adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu 
sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan 
yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang 
untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum 




Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala 
Dewi, adalah  pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 
diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu 
                                                 
 
1








produk  Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara 
gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
3
 Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis 
atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan 
menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
2. Asas Pelaksanaan Putusan 




a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan 
putusan uitvoerbaar bij voorraad, putusan provisi, putusan perdamaian, 
dan eksekusi berdasarkan Grose akta. 
b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan 
teguran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama. 
c. Putusan mengandung amar condemnatoir. Ciri putusan yang bersifat 
condemnatoir ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata 
menghukum atau memerintahkan. 
d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang 
berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang  
menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi 
wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. 
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 Musthofa, Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), 109. 
19 
 
3. Macam-Macam Putusan  
Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, macam-macam putusan Hakim 
Pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari segi sifatnya, segi 
isinya, dan juga dari segi jenisnya.
5
 
a. Dilihat dari segi sifatnya: 
1) Putusan declaratoir : yaitu putusan pengadilan yang amarnya 
menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah 
menurut hukum.  
2) Putusan constitutif : yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau 
menimbulkan hukum baru.  
3) Putusan condemnatoir : yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak 
yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.  
b. Dilihat daeri segi isinya: 
1) Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.) : maksudnya adalah putusan ini tidak 
dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh 
hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya 
gugatan Penggugat, yaitu : 
a) Gugatan tidak berdasarkan hukum. 
b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang 
melekat pada diri Penggugat. 
c) Gugatan kabur (obsucur libel). 
d) Gugatan masih prematur. 
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e) Gugatan Nebis in idem.  
f) Gugatan error in persona. 
g) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa). 
h) Pengadilan tidak berwenang mengadili. 
2) Gugatan dikabulkan : yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada 
pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti 
keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika 
sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan 
sebagian.  
3) Gugatan ditolak : yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan 
setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak 
dapat dibuktikan kebenarannya. 
4) Gugatan didamaikan : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil 
didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan 
hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta 
perdamaian. 
5) Gugatan digugurkan : yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara 
patut danmtidak hadirmmenghadap pengadilanmpada harimyang telah 
ditentukanmtanpa menyuruhmorang lain sebagaiowakilnya, sedangkan 
pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat 
dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara. 
6) Gugatan dibatalkan : yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam 
sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak 
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pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada 
Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambanhan 
sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal 
pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya 
dinyatakan dibatalkan. 
7) Gugatan dihentikan (aan hanging) : yaitu penghentian gugatan yang 
disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.  
c. Dilihat dari segi jenisnya : 
1) Putusan Sela : yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. 
Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan 
putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata 
mengandung kesalahan. Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut 
Pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut : 
a) Putusan Preparatoir : adalah putusan sela untuk mempersiapkan 
putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau 
putusan akhir. Putusan Interlucotoir : adalah putusan yang 
memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. 
b) Putusan Insidentil : adalah putusan sela atas suatu perselisihan yang 




2) Putusan Provisi : adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, 
yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara 
diadakan tindakan pendahuluan. 
3) Putusan Akhir : adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang 
berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk 
mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di 
pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim 
dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkkan 
kepada hakim untuk membuat putusan yang benar. 
4. Bentuk dan Isi Putusan Hakim 
Bentuk dan susunan isi suatu putusan hakim secara singkat dan 
menyeluruh, dapat dipahami memiliki beberapa bagian sebagai berikut, yaitu: 
bagian kepala Putusan; Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis 
perkara; Identitas pihak-pihak; Duduk perkaranya (bagian posita); Tentang 
pertimbangan hukum; Dasar hukum; Diktum atau amar putusan; Bagian kaki 
putusan; dan Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.
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5. Kekuatan Putusan Hakim 
Putusan yang telah incracht atau telah berkekuatan hukum tetap 
memiliki beberapa kekuatan hukum yang pasti, yaitu kekuatan mengikat, 
pembuktian dan eksekutorial.
7
 Kekuatan Mengikat, artinya putusan yang 
telah dijatuhkan itu harus dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh para 
pihak. Masing-masing pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan. 
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Kekuatan Pembuktian (sejak putusan Incracht), artinya putusan Hakim 
merupakan akta otentik, oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti 
dalam mengajukan alat bukti dalam mengajukan banding, kasasi maupun 
pelaksanaan putusan. Sedangkan Kekuatan Eksekutorial, artinya sejak 
putusan incracht, putusan tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan 
secara paksa oleh alat negara. 
Argumen PK dalam Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, suatu putusan dikatakan incracht 
adalah apabila upaya hukum seperti verzet, banding dan kasasi tidak 
dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah 
mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum 
terhadap putusan yang telah incracht tidak ada lagi, kecuali jika dilakukan 
permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung hanya dengan alasan-
alasan yang sangat tertentu. 
6. Tinjauan tentang Pertimbangan Putusan Hakim 
a. Pengertian Pertimbangan Putusan Hakim 
Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses 
pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam 
mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir 
persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum tersebut 
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dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar 
hakim dalam memutus perkara tersebut.
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Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya 
untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kewajiban itu juga harus 
dipahami dalam pengertian yang luas, yaitu dengan tidak hanya sekedar 
meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar 
hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan saja, tetapi juga 
meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah 
dimengerti bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat luas.  
Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu pertimbangan 
hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan 
terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex 
aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga 
mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 
Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan 




                                                 
 
8
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b. Pentingnya Pertimbangan Putusan Hakim 
Peradilan Agama yang dalam hal ini adalah Hakim merupakan 
pelaksana penegak hukum (upholders of the rule of law). Selain itu suatu 
hal yang perlu disadari para hakim pada saat mempertimbangkan, 
mengambil dan menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu tidak 
semata-mata menyelesaikan suatu perkara yang menjadi sengketa diantara 
para pihak. Tetapi juga merupakan bentuk penyiksaan bagi pihak yang 
kalah dan dirugikan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda 
dengan putusan yang telah ditetapkan Tuhan atau judicium dei.
10
 
Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-
benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (fairtrial) dengan 
pertimbangan yang didasarkan pada keadilan  berdasarkan moral (moral 
justice), dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang-
undang (legal justice). 
Pertimbangan putusan hakim sangat berpengaruh pada hasil akhir 
suatu putusan dan tentunya akan berdampak pada status hukum dan 
hubungan para pihak yang berperkara. Apabila putusan telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap maka: (1) siapa pun tidak ada yang berhak dan 
berkuasa untuk mengubahnya; (2) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas 
pemberian grasi dalam perkara pidana dan melalui peninjauan kembali 
dalam perkara perdata. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap, wajib dan harus dilaksanakan baik secara 
                                                 
 
10
 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 871. 
26 
 
sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi dan pelaksanaan atas 
pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau 
tidak menyenangkan.  
Dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
sangatlah penting. Sehingga hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti 
dalam melakukan pertimbangan hukum. Dalammhal ini, Hakim wajib 
menegakkanmhukum danmkeadilanmberdasarkanmPancasila dengan cara 
menafsirkanmhukum dan mencarimdasar serta azas-azasmyang dijadikan 
landasanmdalammpertimbangan hukumnya, menggali nilai-nilai hukum 
yang hidup dalamm masyarakatm melaluioooperkara-perkaraoooyang 
dihadapkan kepadanyaOsehinggaOkeputusannyaOmencerminkanOnilai 
keadilan bagiObangsaOdanOrakyatOIndonesia. 
Selain itu, hakimOdalam mempertimbangkan dan menyelesaikan 
perkara yang ditanganinya harus mampu melakukan rechtvinding 
(penemuan hukum) serta harus memperhatikan sungguh-sungguh nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai 
dengan rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 229 
KHI dan dapatOmemberikan pelayananOhukumOdanOkeadilan terhadap 
kasus-kasusOyangOterusOberkembang.  
c. Proses Pertimbangan PutusanOHakim 
PeradilanOAgama sebagaiOsalah satuOpelaksana kekuasaan 
kehakimanOmempunyai tugasOpokok  untukOmenerima,  memeriksa, dan 




demiOterselenggaranyaONegaraOHukumORepublikOIndonesia.  Untuk 
mewujudkan hal tersebut, maka Hakim Peradilan Agama dalam 
memeriksa dan mengadili perkara, wajib untuk:
11
 
1) MengkonstatirOartinyaOmembuktikanObenarOtidaknya peristiwa atau 
faktaOyang diajukanOpara pihakOdengan pembuktianOalat bukti yang 
sah, menurut hukumOpembuktian, Oyang diuraikan dalamOduduk 
perkaraOdan BeritaOAcaraOPersidangan. 
2) MengkualifisirOperistiwa/Ofakta yang telahOterbukti itu, 
yaituOmenilaiOperistiwa itu termasukOhubungan hukum apa,Oatau 
yangOmana, menemukanOhukumnya bagi peristiwa yang telah 
dikonstatiring untuk kemudian dituangkanOdalam pertimbangan 
hukum. 
3) Mengkonstituir, Oyaitu menetapkanOhukumnya yang kemudian 
dituangkanOdalamOamarOputusan. O  
d. Bahan Pertimbangan Putusan Hakim 
Demi mewujudkan putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian 
hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, maka hakim 
dalam pertimbangan putusannya harus memenuhi dua hal pokok, yaitu : 
1) Pertimbangan Fakta 
Untuk memperoleh pertimbangan fakta, maka hakim dalam 
pemeriksaan suatu perkara harus memperhatikan duduk perkara atau 
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peristiwa yang menjadi sengketa para pihak.  Dalam pemeriksaan ini 
hakim juga memerlukan adanya pembuktian dan melihat fakta yang 
terjadi dalam persidangan. HasilOdari pembuktianOtersebut akan 
digunakanOsebagai bahanOpertimbanganOdalamOmemutusO perkara. 
PembuktianOmerupakanOtahap yangOpaling pentingOdalam 
pemeriksaanOdiOpersidangan. PembuktianObertujuanOuntukOOmem-
peroleh kepastian bahwaOsuatuOperistiwa/fakta yangOdiajukan itu 
benar-benarOterjadi, Oguna mendapatkanOputusan hakim yangObenar 
danOadil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata 
baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 




Selain itu, Opada hakikatnyaOpertimbanganOhakim hendaknya 
juga memuatOtentang hal-halOsebagai berikut: 
a) PokokOpersoalan dan hal-hal yang diakuiOatau dalil-daliOyang 
tidak disangkal. 
b) Adanya analisisOsecara yuridis terhadapOputusan segala aspek 
menyangkutOsemua fakta/hal-hal yang terbuktiOdalam persidangan. 
c) AdanyaOsemua bagian dariOpetitum Penggugat harus 
dipertimbangkan/diadiliOsecara satu demi satuOsehingga hakim 
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dapatOmenarikOkesimpulan tentang terbukti/tidaknyaOdanOdapat 




DalamOmempertimbangkanOhukum, pada dasarnyaOkerja 
profesionalO hakim bertumpu pada Okreativitas hakim dalam 
menginterpretasi undang-undangOdan melakukan metodeOpenemuan 
hukumOlainnya. Oleh karena itu setiap hakim peradilan agama harus 
piawai dan berani melakukan judicial activsm. Kompetensi judicial 
activsm tersebut meliputi serangkaian pengetahuan, keterampilan dan 
ciri kepribadian yang mendorong hakim untuk menggali dan 
menemukan nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat 
sesuai dengan prinsip dan aturan hukum.
14
 
DalamOusaha menemukanOhukum terhadap suatuOperkara yang 
sedang diperiksa dalamOpersidangan, Majelis HakimOdapat 
mencarinyaOdalam : 
a) Kitab-kitabOperundang-undanganOsebagaiOhukumOyang tertulis. 
b) KepalaOAdat dan penasihatOagama sebagaimanaOtersebut dalam 
Pasal 44Odan 15OOrdonansiOAdat bagi hukumOyang tidak tertulis. 
c) SumberOyurisprudensi, dengan catatanObahwa hakimOsama sekali 
tidakOboleh terikatOdengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia 
dapatOmenyimpang dan berbedaOpendapat jika ia yakin terdapat 
ketidakbenaranOatas putusanOatau tidakOsesuai dengan 
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perkembanganOhukum kontemporer. TetapiOhakim dapat 
berpedomanOsepanjang putusan tersebutOdapat memenuhi rasa 
keadilan bagi pihak-pihakOyang berperkara. 
d) Tulisan-tulisanOilmiah para pakarOhukum, danObuku-buku ilmu 
pengetahuanOlainOyang ada sangkut pautnyaOdengan perkara yang 
diperiksa. 
HakimOdalam upaya menemukan,Omenentukan dan 
menjatuhkan hukumOmelalui sumber-sumberOsebagaimana tersebut di 
atas. OJika tidakOdiketemukan dalam sumber-sumberOtersebut maka 
ia harus mencarinyaOdengan menggunakanOmetode interpretasiOdan 
konstruksi. O  
MetodeOinterpretasi adalahOpenafsiran terhadapOteks undang-
undang, dengan cara masihOtetap berpegang padaObunyi teks itu. 
SedangkanOmetode konstruksi,Ohakim mempergunakanOpenalaran  
logisnya untukOmengembangkanOlebih lanjut suatuOteks undang-
undang, dimanaOhakim tidak lagi terikatOdan berpegangOpada bunyi 




Berikut bentuk dan jenis penemuan hukum dengan metode 
interpretasi dan kontruksi : 
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a) MetodeOpenafsiran substantif 
Metodeopenafsiran seperti ini adalah diomana hakim harus 
menerapkan suatu teksoundang-undang terhadapokasus in 
konkreto dengan belum memasuki rapatopenggunaan penalaran 
yang lebih rumit, tetapi sekadaromenerapkanosilogisme. 
b) Metodeopenafsiranogramatikal 
Metodeopenafsiranogramatikaloini merupakan penafsiranoyang 
palingosederhana dibandingkanodenganopenafsiranoyang lain. 
Peraturano perundang-undangano dituangkano dalam bentuk 
bahasaotertulis, putusan pengadilanojuga disusun dalam bahasa 
yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan 
undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan 
menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.  
c) Metode penafsiran sistematis atau logis 
Menafsirkano peraturanooperundang-undanganoo dengan cara 
menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-
undangolain atauodengan keseluruhan sistemohukum. Dalam 
metodeopenafsiran ini, hukumodilihat sebagaiosatu kesatuan yang 
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utuh, tidak merupakanobagian yang berdiriosendiri tetapi 
merupakanobagian dariosuatu sistem. 
d) Metode penafsiran historis 
Penafsiran historisoadalah penafsiran yangodidasarkan kepada 
sejarah terjadinya peraturanotersebut. Dalam praktekoPeradilan, 
penafsiranohistoris dapat dibedakanoantara penafsiran menurut 




e) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis 
Metode iniomenerapkan maknaoundang-undang berdasarkan 
tujuanokemasyarakatan. Disiniohakim menafsirkanoundang-
undang sesuai denganotujuan pembentukoundang-undang, titik 
beratnyaoadalah padaotujuanoundang-undang itu dibuat, bukan 
pada bunyi kata-katanyaosaja. Peraturanoperundang-undangan 
yang telah usang, odisesuaikanopenggunaannya dengan 
menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi 
sosialoyangobaru. 
f) Metode penafsiran komperatif 
Interpretasiokomperatifoadalah metodeopenafsiran undang-
undangodengan memperbandingkanoantara berbagaiosistem 
hukum.  
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g) Metode penafsiran restriktif 
Interpretasiorestriktif adalahopenafsiran untukomenjelaskan 
undang-undangodengan cara ruangolingkup ketentuanoundang-
undang itu dibatasiodengan mempersempitoarti suatu peraturan 
denganobertitikotolak padaoartinya menurutobahasa. 
h) Metode penafsiran ekstensif 
Interpretasioekstentifoadalah metode interpretasioyang membuat 
penafsiran melampaui batas yangodiberikanooleh penafsiran 
gramatikal. Sepertioperkataan menjual dalamoPasal 1576oKUH 
Perdata, ditafsirkanobukan hanyaojual beli semata-semata, otetapi 
jugao “peralihan hak”. 
i) Metode penafsiran futuristis 
Interpretasiofuturistisoadalah penafsiran undang-undang yang 
bersifatoantisipasi dengan berpedomanokepadaoundang-undang 
yang belumomempunyaiokekuatan hukum (ius constituendum).  
2) Penemuanohukum denganometode konstruksi 
Menurut LB Curzonosebagaimana yangodikutip oleh Achmad 
Ali, SH, MH,. mengatakanobahwaointerpretasi danokonstruksi 
mempunyai artioyangoberbeda, ointerpretasi hanya menentukan arti 
kata-kata dalamosuatu undang-undang, osedangkan konstruksi 
mengandung oartio pemecahano atauo menguraikano maknaoganda, 
34 
 
kekaburanodan ketidakpastianodarioperundang-undangan sehingga 
tidak bisaodipakai dalam peristiwaokonkrit yangodiadilinya.
18
  
Paraohakimodalam melakukanokonstruksiodalam penemuan 
dan pemecahanomasalah hukum harusomengetahuiotiga syarat 
utama yaitu: 
a) Konstruksioharus mampu melihatosemua bidangohukum positif 
yangobersangkutan 
b) Dalamopembuatan konstruksiotidak boleh adaopertentangan logis 
diodalamnya. 
c) Konstruksiokiranya mengandungofaktor keindahanodalam arti 
tidakodibuat-buat, tetapi denganodilakukan konstruksi persoalan 
yang belum jelas dalam peraturan itu diharapkan 
munculokejelasan. Konstruksioharus dapat memberikan 
gambaran yangojelas tentang suatu hal, oleh karena ituoharus 
cukup sederhana dan tidak menimbulkanomasalah baru dan boleh 
tidakodilaksanakan. Sedangkan tujuanodari konstruksi adalah 
agar putusan hakimodalam peristiwa konkritodapat memenuhi 
tuntutanokeadilan danobermanfaat bagi pencariokeadilan.
19
   
Dalam praktik Peradilan, penemuan hukum dengan metode 
konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut: 
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1. Argumen peranalogian 
Konstruksioini juga disebut dengan “analohi” yang dalamohukum 
Islam dikenal dengan “qiyas”. Konstruksi hukum model ini 
dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam 
suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu 
mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.
20
 
2. Metodeoargumentum a’contratio 
Achmad Ali mengemukakan bahwa metodeoini menggunakan 
penalaranoyaitu apabilaoundang-undangomenetapkan hal-hal 
tertentuountuk peristiwaotertentu, oberarti peraturanoitu terbatas 
pada peristiwaotertentu dan bagi peristiwaodi luarnya berlaku 
kebalikannya.
21
 Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, 
argumentum a’contrario titik beratnya diletakkan pada 
ketidakpastian peristiwanya.
22
 Tujuanoargumentum a’contrario 
ini adalah untukomengisi kekosongan hukum atau 
ketidaklengkapanoundang-undang. 
3. Pengkonkretan hukum (Rechtsvervijnings) 
Konstruksi model ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan 
hukum, penyempitan hukum dan ada pengkonkretan hukum. Agar 
dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu 
perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas 
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itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan 
dalam suatu perkara secara konkrit. 
4. Fiksi Hukum  
Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya 
berlandaskan asas “in dubio pro reo” yaitu asas yang menyatakan 
bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Fiksi adalah 
metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru 
kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan 
kita.
23
 Adapun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk 
memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga 
utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. 
B. Tinjauan tentang Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan 
 
Putusan hakim yang baik menurut Mukti Arto, hendaknya memenuhi 3 
(tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan Kepastian 
Hukum, Rasa Keadilan, Manfaat bagi para pihak dan masyarakat
.24
 Ketiga unsur 
tersebut merupakan asas penting yang menjadi tolak ukur hakim dalam mencapai 
tujuan hukum yang dituangkan dalam suatu putusan. 
Untuk menegakkanohukum, ketigaohal tersebut haruslahomendapat 
perhatianosecaraoprofesional, omeskipunodalam praktiknya sangatosulit untuk 
dilakukan. Oleh karena itu, Hakimoharus berusahaosemaksimal mungkin agar 
setiapoputusan yang dijatuhkanoitu mengandung ketiga asasoyang menjadi dasar 
dan tujuan hukum. Janganosampai ada putusanohakim yang justru menimbulkan 
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keresahanodanokekacauanodalam kehidupanomasyarakat, terutamaobagiopara 
pencariokeadilan.
25
 Adapun penjelasan terkait ketiga asas tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. Kepastian Hukum 
Prof.Mr.J.Van Kan memaparkan bahwa tujuan hukum adalah untuk 
menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. E. Utrecht juga menyatakan hal 




Kepastian hukum dalam masyarakat sangatlah penting, karena dengan 
adanya kepastian hukum akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Akan 
tetapi, jika hakim terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dengan 
terlalu ketat mentaati peraturan hukum akan berakibat pada ketidak adilan bagi 
masyarakat dan menunjukkan kesan hukum yang kaku. 
Dalam penerapan kepastian hukum, apapun yang terjadi peraturannya 
adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Apabila peraturan 
tersebut dilaksanakan secara ketat, maka Undang-undang yang berlaku sering 
terasa kejam bagi masyarakat, sebab berlakulah lex dura, sed tamen scripta, 
Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.
27
 
Asas kepastian hukum ini dianut oleh aliran Normatif/Yuridis dogmatis 
yang pemikirannya bersumber pada positivis. Menurut aliran ini, walaupun 
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aturan hukum atau penerapan hukum tidak memberikan manfaat yang besar 
bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, 
asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.
28
 
Pemahaman lebih lanjut mengenai asas kepastian hukum dibedakan 
menjadi 2 (dua), yaitu kepastian dari hukum dan kepastian yang 
diadakan/diciptakan oleh karena hukum. Kepastian hukum adalah kepastian 
yang diperoleh karena setiap pelanggaran hukum pasti diberi sanksi. Selain itu 
peraturan-peraturan hukum dilaksanakan sesuai isi peraturan-peraturan hukum 
dilaksanakan sesuai isi peraturan-peraturan hukum tersebut.  
Kepastian hukum jenis ini dapat tercapai apabila : 1) Sebanyak 
mungkin peraturan hukum berbentuk Undang-Undang; 2) dalam Undang-
Undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan; 3) Undang-Undang 
tersebut merupakan hukum yang adil; 4) dalam Undang-Undang tersebut tidak 
terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (multitafsir). 
Sedangkan kepastian hukum yang diadakan/diciptakan oleh karena adanya 














 Komariah, Analisis Putusan MA No.5K/Pdt/2008 tentang Sengketa Tanah ....., 17 
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a. Melakukanosolusi autotorif, yaitu memberikanojalan keluar untuk 
menciptakanostabilitas dengan cara memberikanoketertibanodan 
ketentramanobagi paraopihakodanomasyarakat. 
b. Efisiensi, artinya proses perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 
c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar 
dari putusan hakim tersebut. 
d. Mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa 
aman dalam masyarakat. 
e. Mengandung equality, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada 
para pihak. 
2. Keadilan 
Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara 
obyektif.
31
 Tujuan hukum berupa keadilan merupakan sesuatu yang wujudnya 
abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus 
menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan 
ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan 
hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan.  
Teori tentang keadilan ini dianut oleh aliran etis yang menganggap 
keadilan sebagai ajaran moral idea atau ajaran moral teoritis. Ajaran etis 
menyatakan bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk 
mencapai keadilan.
32
 Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus 
ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak 
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adil bagi masyarakat. Penganut aliran ini diantaranya adalah Aristoteles, Plato, 
Justinianus, dan Eugen Erlich. 
Mengenai konsep keadilan ini, Plato dan Aristoteles memiliki sudut 
pandang yang berbeda dalam memaknai keadilan. Plato membagi konsep 
keadilan yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral adalah 
perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah mampu memberikan 
perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Sedangkan keadilan 
prosedural adalah apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil 
berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.
33
 
Aristoteles membedakan konsep keadilan, yaitu keadilan distributif dan 
keadilan comutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang mengutamakan 
pembagian keseimbangan sesuai haknya masing-masing menurut jasanya. 
Sedangkan  keadilan comutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap 
orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.
34
 




a. Mengandung solusi autoritatif, yaitu memberikan jalan keluar dari masalah 
hukum yang dihadapi oleh para pihak. 
b. Harus mengandung efisisensi, yaitu cepat sederhana dengan biaya ringan, 
karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan. 
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c. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan 
pengadilan tersebut. 
d. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman 
masyarakat. 
e. Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang 
berperkara. 
3. Kemanfaatan 
Konsep asas kemanfaatan dalam putusan hakim adalah apabila hakim 
tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual atau mengejar kepastian 
hukum atau keadilan belaka, akan tetapi juga harus mengarah pada 
kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat pada 
umumnya. Dikatakan demikian, karena hukum itu ada untuk manusia, maka 
pelaksanaan hukum atau penegakan hukum haruslah memberi manfaat 
bagiomasyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau 
ditegakkan, justru akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat itu sendiri.
36
 
Konsep ini dianut oleh aliran utilitis yang memasukkan ajaran moral 
praktis dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang 
bagi warga masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh penganut aliran 
ini yaitu Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Bahkan 
Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya 
untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat. 
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Menurut Fence M. Wantu, terpenuhinya tujuan hukum berupa 
kemanfaatan yaitu: apabila telah memberikan kepuasan atau kebahagiaan 
bagi para pihak yang berperkara; telah teratasinya konflik diantara para pihak; 
normalnya hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa; diperolehnya 
kembali apa yang menjadi objek sengketa oleh pihak yang dinyatakan 
menang; dan telah menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.
37
 
Ketiga sudut pandang mengenai asas-asas tersebut pada intinya 
memiliki persamaan dengan nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh 
Gustav Radbuch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.  
Selanjutnya, Radbuch mengajarkan apabila terjadi pertentangan diantara 
ketiga asas tersebut, maka digunakanlah asas prioritas dari ketiga asas/ tujuan 
hukum tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, 
kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.
38
 
Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, penggunaan asas prioritas 
secara kasuistis harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara 
menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan  asas kemanfaatan 
secara berimbang dan proporsional, mengikuti asas prioritas kasuistis atau 
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C. Tinjauan tentang Itsbat Nikah 
1. Pengertian Itsbat Nikah 
Secara bahasa, Itsbat Nikah berasal dari dua rangkaian kata bahasa 
Arab yaitu Itsbat / تبثأ-تبثي- اتابثإ  yang artinya adalah pengakuan, penetapan, 
pengiyaan.
40
 Sedangkan kata nikah berasal dari kata  حاكنلا dan   جاوزلا yang 




Secara istilah, terdapat perbedaan pendapat mengenai makna nikah 
menurut para ulama ahli fiqh. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan 
bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ 
bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan 
kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.
42
 Sedangkan nikah menurut 
hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Itsbat Nikah adalah suatu 
penetapan, keabsahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Pengesahan 
pengakuan nikah tersebut dibutuhkan bagi pasaangan suami istri yang telah 
lama melangsungkan perkawinan secara sirri dan membutuhkan keterangan 
dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan tersebut diperlukan 
pernyataan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab I’anatut thalibin : 
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ينلداع نيدىاشو ليو ونح نم وطورش و وتحص ركذب ةأرمإ ىلع حاكنب ىوعدلا فىو 
Pemaparan kitab diatas menjelaskan bahwa dalam pengakuan nikah 
seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-
syaratnya, yaitu wali, dan persaksian oleh dua orang saksi yang adil.
43
 Adanya 
permohonan Itsbat Nikah ini dikarenakan tidak adanya bukti perkawinan 
secara sah dan perlindungan hukum yang kaitannya dengan pencatatan nikah.   
Jadi, yang dimaksud dengan Itsbat Nikah adalah suatu penetapan untuk 
pengesahan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 
istri yang sah, yang sudah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah 
yang diatur dalam agama Islam, akan tetapi belum dicatatkan ke pejabat yang 
berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah selaku Pejabat Kantor Urusan 
Agama. 
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah 
Dalam syari’at Islam baik al-Qur’an maupun al sunnah tidak mengatur 
secara konkret mengenai pencatatan perkawinan dan Itsbat Nikah, akan tetapi 
suatu akad perjanjian harus dicatatkan sebagaimana firman Allah dalam al-
Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi : 
كيلاو .هوبتكاف ىّمسم لجأ لىإ نيدب متنيادت اذإ اونمأ نيذلا اهيأياتبتاك مكنيب ب ..لدعلبا 
Ayat tersebut merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman yang 
apabila hendak melakukan pencatatan dalam setiap muamalah hendaknya 
harus dicatatkan dengan cara yang benar. 
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Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, berbagai problematika 
masyarakat dan pertimbangan kemaslahatan umat, maka hukum Indonesia 
mengatur tentang adanya pencatatan perkawinan. Perkembangan hukum 
mengenai pencatatan perkawinan ini tentunya tidak pernah lepas dari 
kontribusi pemikiran para ulama Islam karena di dalam metode dikenal dengan 
berbagai metode istinbath hukum seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah 
dan lain-lain. Maka suatu pencatatan  perkawinan termasuk Itsbat Nikah sangat 
diharuskan dalam Islam seperti yang terkandung dalam kaidah fikih :  
  بلج ىلع دسافلما ءردلحاصلما  
“Menolak kemudharatan lebih utama daripada memperoleh 
kemaslahatan”.44 
Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) 
menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang 
berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum. 
Karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait 
dengan status hukum, hak-hak suami isteri serta kemaslahatan anak-anak yang 
lahir dari perkawinan tersebut.
45
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Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pencatatan 
perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama 
Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama 
(KUA) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 
1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. 
Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari 
mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya 
selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan 
sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan 
mengenai pencatatan perkawinan. 
Ayat (3) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus 
berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan 
yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.
46
 
Sedangkan dasar hukum Itsbat Nikah menurut Kompilasi Hukum  Islam, 
disebutkan dalam Pasal 2, 4, 5, 6 dan 7. 
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan 
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 
miitsaaqon gholiidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya 
merupakan Ibadah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan 
bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam 
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sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. 
Pasal 5 menyebutkan (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 
masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan 
perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 jo 
Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Pasal 6 merumuskan: (1) untuk memenuhi 
ketentuan dalam pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan 
dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan 
yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 
Ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: (1) 
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan 
dengan akta nikah, dapat diajukan pengesahan atau Itsbat Nikahnya  ke 
Pengadilan Agama. 
Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Itsbat 
Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal 
yang berkenaan dengan:  
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
b. Hilangnya Akta Nikah; 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 
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d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 1974;  
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; 
Adapun ayat (4) menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan 
permohonan Itsbat Nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali 
nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.
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3. Syarat-syarat Itsbat Nikah 
Mengenai syarat terkait Itsbat Nikah ini tidak dijelaskan secara khusus 
dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat Itsbat Nikah 
ini dapat dianalogikan dengan syarat dan rukun pernikahan. Rukun perkawinan 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam secara 
keseluruhan rukun mengikuti Fiqh Imam Syafi’i dengan tidak memasukkan 
mahar dalam rukun. 
Ketentuan yang harus dilengkapi dalam rukun nikah secara lengkap 
adalah : a) harus ada calon mempelai laki-laki; b) calon mempelai perempuan; 
c) Wali Nikah dari mempelai perempuan yang mengakadkan perkawinan; d) 
Dua orang saksi dan; e) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang 
dilakukan oleh suami.
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Adanya analogi syarat Itsbat Nikah dengan rukun nikah tersebut 
dilakukan karena Itsbat Nikah pada dasarnya merupakan suatu penetapan 
perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam 
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Syari’at Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan secara sah sesuai syarat 
dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke Pegawai 
Pencatat Nikah. Maka, untuk memperoleh penetapan berupa pengesahan nikah 
tersebut, para pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu mengajukan 
perkara permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. 
4. Prosedur Itsbat Nikah 
Sejatinya perkara Itsbat Nikah merupakan bentuk perkara permohonan 
(volunter) yang diajukan oleh kedua suami-isteri yang diajukan kepada ketua 
pengadilan agama/mahkamah syar’iyah di tempat tinggal pemohon secara 
tertulis yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah (Pasal 6 
ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Permohonan tersebut 
kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara setelah 
membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh 
pengadilan agama/mahkamah syar’iyah (Pasal 121 ayat (4) HIR/ Pasal 144 
Rbg). 
Perkara permohonan ini harus diputus oleh hakim dalam bentuk 
penetapan. Pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang berwenang 
memeriksa dan mengadili perkara perkara permohonan sepanjang ditentukan 
oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum. 
Aturan pengesahan nikah/Itsbat Nikah ini, dibuat atas dasar adanya perkawinan 




Dalam praktiknya dimasyarakat, Itsbat Nikah tidak hanya dilakukan 
untuk mengesahkan perkawinan saja, tetapi ada juga yang mengitsbatkan untuk 
perceraian. Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat 
secara tersendiri, melainkan satu kesatuan dalam putusan perceraian. 
Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa 
prosedur, maka pengadilan agama/mahkamah syar’iyah harus berhati-hati 
dalam menangani permohonan Itsbat Nikah. Adapun pedoman khusus dalam 
beracara di pengadilan agama terkaitOprosesOpengajuan, pemeriksaanOdan 




1) Permohonan Itsbat Nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah 
satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan 
dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah 
dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan Itsbat 
Nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta 
konkrit. 
2) Proses pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh kedua 
suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi 
penetapan tersebut menolak permohonan Itsbat Nikah, maka suami dan istri 
bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya 
hukum kasasi. 
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3) Proses pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh salah 
seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau 
suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, 
produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan 
upaya hukum banding. 
4) JikaOdalam prosesOpemeriksaan permohonan Itsbat NikahOdalam angka 
(2) OdanO (3) tersebut di atasOdiketahuiObahwaOsuaminyaOmasih terikat 
denganOperkawinan yang sah denganOperempuanOyang lain, OmakaOistri 
terdahuluOtersebutOharusOdijadikanOpihakOdalam perkara. OJika 
pemohon tidakOmau merubahOpermohonannyaOdenganOmemasukkan 
istri terdahulu sebagaiOpihak, maka permohonanOtersebut 
harusOdinyatakanOtidakOdapatOditerima. 
5) PermohonanOItsbat NikahOyang dilakukanOoleh anak, waliOnikah dan 
pihakOlain yangOberkepentinganOharus bersifatOkontensiusOdengan 
mendudukkanOsuami  dan istri dan/atau ahliOwaris lain sebagaiOtermohon. 
6) SuamiOatau istri yang telahOditinggal matiOoleh istriOatauOsuaminya, 
dapat mengajukanOpermohonanOItsbat NikahOsecara kontensiusOdengan 
mendudukkanOahli waris lainnyaOsebagai pihakOtermohon, produknya 
berupaOputusan dan atas putusanOtersebut dapat diupayakanObanding dan 
kasasi. 
7) DalamOhalOsuami atau istriOyang ditinggalOmati tidakOmengetahui ada 
ahli waris lainOselain dirinya, Omaka permohonanOItsbatONikah diajukan 
52 
 
secaraOvoluntair, produknyaOberupa penetapan. Jika permohonanOtersebut 
ditolak, Omaka pemohon dapatOmengajukan upaya hukum kasasi. 
8) OrangOlain yang mempunyaiOkepentingan danOtidak menjadiOpihak 
dalam perkaraOpermohonan ItsbatONikah tersebutOdalam angkaO (2) dan 
(6),OdapatOmelakukanOperlawananOkeOPengadilanOAgama/ Mahkamah 
syar’iyahOyang memutus, setelahOmengetahui ada penetapanOItsbat 
Nikah. 
9) OrangOlainOyang mempunyaiOkepentinganOhukum dan tidakOmenjadi 
pihak dalamOperkara permohonanOItsbat Nikah tersebutOdalam 
angkaO(3),O(4)OdanO(5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus 
oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, dapat mengajukan intervensi 
keOPengadilanOAgama/ MahkamahOSyar’iyahOyangOmemeriksa perkara 
ItsbatONikahOtersebutOselamaOperkaraObelumOdiputus. 
10) Pihak lain yang mempunyaiOkepentinganOhukum danOtidakOmenjadi 
pihak dalam angka (3), (4) dan (5), OsedangkanOpermohonan tersebut telah 
diputus oleh pengadilan agama/mahkamahOsyar’iyah, dapat mengajukan 
pembatalan perkawinan yangOtelah disahkan oleh pengadilan 
agama/mahkamahOsyar’iyah tersebut. 
11) KetuaOMajelisOHakim 3 hariOsetelahOpenerimaan PMH, Omembuat PHS 
sekaligus memerintahkanOjurusita pengganti untukOmengumumkan 
permohonan pengesahanOnikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal 
pengumuman pada mediaOmassaOcetak atau elektronik atau sekurang-
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kurangnya diumumkanOpada papan pengumuman pengadilan 
agama/mahkamahOsyar’iyah, 
12) Majelis hakimOdalamOmenetapkanOhari sidang paling lambat 3 hari 
setelah berakhirnyaOpengumuman. SetelahOhari pengumuman berakhir, 
majelisOhakim segera menetapkan hariOsidang. 
13) UntukOkeseragaman, Oamar pengesahanOnikah berbunyi sebagai berikut : 
a) MenyatakanOsahOperkawinan antaraO........ denganO......... yang 
dilaksanakanOpadaOtanggal......... di........”. 
D. Tinjauan tentang Poligami 
1. Pengertian Poligami 
Pengertian Poligami menurut Dahlan sebagaimana dikutip oleh 
Hariyanti bahwa poligami pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
apolus atau poly yang berarti banyak, dan gamos atau gamain yang berarti 
perkawinan. MakaOselanjutnyaOpoligami dapat dimaknaiOsuatu perkawinan 
dimanaOseorang laki-lakiOyang melakukanOperkawinanOlebih dari seorang 
perempuanOdalamOwaktuOyangObersamaan.
50
 SedangkanOdalam Kompilasi 
Hukum Islam tidakOmenyebut kata Poligami, Onamun bermakna yang sama 
dengan adanya aturan mengenai beristri lebih dari satu orang yang terbatas 
sampai empat orang. 
2. Dasar Hukum Poligami 
Dalam syari’at Islam, kebolehan berpoligami diatur dalam al Qur’an 
Surat an Nisa’ ayat 3, yaitu seorang laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami 
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dengan menikahi dua, tiga, empat orang wanita dengan syarat harus mampu 
berlaku adil. Jika   ia tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah beristeri 
seorang wanita saja. sebagaimana firman Allah dalam al Qur’an Surat an Nisa’ 
ayat 3 yang berbunyi : 
م اوحكناف ىمتيلا فى وطسقت لاأ متفخ  نإوا  نإف ,عبارو ثلاثو نىثم ءاسنلا نم مكل باط
( اولوعت لاأ نىدأ كلاذ ,مكنايمأ تكلم ام وأ ةدحاوف اولدعت لاأ متفخ3) 
Ayat diatas merupakan satu-satunya ayat yang selalu dijadikan 
landasan pembenaran dibolehkannya poligami. Ayat diatas menjelaskan 
bahwa apabila seorang suami takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana menikahinya), maka hendaklah ia menikahi 
wanita-wanita lain yang ia sukai, baik dua, tiga, atau empat. Kemudian 
apabila seorang suami tersebut takut tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah 
ia menikahi seorang perempuan saja atau budak yang ia miliki, karena yang 
sedemikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.  
Menurut Tihami, Islam membolehkan laki-laki tertentu dalam 
melaksanakan poligami sebagai jalur alternatif atau jalan keluar untuk 
mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab lain yang 
mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai terjerumus dalam 
perzinahan dan hal lain yang secara jelas diharamkan agama.
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Sedangkan Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa ayat tersebut 
tidaklah memuat peraturan mengenai poligami, karena hal tersebut telah 
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dikenal dan dipraktekkan oleh syari’at agama dan tradisi sebelum adanya 
Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, 
melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun hanya 
digunakan sebagai jalan alternatif disaat sangat darurat yang boleh dilakukan  
dengan syarat yang tidak ringan.
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Quraish Shihab kembali menegaskan bahwa syarat wajib berlaku adil 
atau keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). 
Itu sebabnya orang yang melakukan poligami dilarang memperturutkan 




Selain dalil al Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 diatas, Rasulullah juga 
memberi ancaman bagi pelaku poligami sebagaimana sabdanya yang artinya : 
“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : “Barang siaoa yang 
mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka 
ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya miring.”54  
Hadits tersebut menjelaskan bahwa hanya Nabi yang mampu berlaku 
adil terhadap isteri-isterinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Maka, bagi 
para suami yang akan berpoligami hendaknya harus benar-benar 
mempertimbangkan niat, syarat dan segala konsekuensinya tersebut. Karena 
dalam berpoligami seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-
isterinya, tidak boleh mengabaikan hak-haknya atau bahkan mendiskriminasi 
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isteri-isteri yang lain. Jika syarat dan hal-hal tersebut tidak mampu dilakukan, 
maka Nabi memberi ancaman bagi para suami yang berpoligami bahwa kelak 
di hari kiamat nanti ia (suami) akan mendapati dirinya dengan bentuk yang 
miring atas azab dari Allah SWT.  
3. Syarat-syarat dan Alasan Poligami 
Ketentuan mengenai syarat poligami selain diatur dalam al-Qur’an 
dan Hadits, juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 
bahwa syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan 
berpoligami atau beristeri lebih dari satu orang adalah : (1) terbatas hanya 
sampai empat istri; (2) syarat utama, harus mampu berlaku adil terhadap istri 
dan anak-anaknya; (3) apabila tidak mampu berlaku adil, maka suami 
dilarang berpoligami. Sedangkan ketentuan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam 
memberi syarat bagi suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin 
dari Pengadilan Agama, jika izin tersebut tidak dilakukan, maka tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Khoirudin Nasution merangkum alasan-alasan diperbolehkannya 
poligami yang tercantum dalam  ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan, 
Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai dua jenis syarat 
poligami, yaituOsyarat alternatifOdan syaratOkumulatif. SyaratOalternatif 
yang dimaksudOadalah isteriOtidak dapatOmenjalankanOkewajibannya 
sebagai isteri; Isteri mendapatOcacat badanOatau penyakitOyang tidak dapat 
disembuhkan; atauOisteri tidakOdapat melahirkanOketurunan.  
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Sedangkan syaratOkumulatif adalahOada persetujuanOtertulis dari 
isteri/isteri-isteri, adanya kepastianObahwa suami mampuOberlaku menjamin 
keperluan hidup isteri danOanak-anak mereka, adanyaOjaminan tertulis 
bahwaOsuamiOakan berlaku adilOterhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
Kecuali isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan 
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari 
isteri selama minimal dua tahun atau sebab lain yang perlu mendapat 




4. Prosedur Izin Poligami 
AgarOpemberian izinOpoligami olehOpengadilan agama/mahkamah 
syar’iyah tidak bertentanganOdenganOasas monogamiOyang dianutOoleh 
Undang-UndangONomorO1OTahunO1974, maka Pengadilan Agama/ 
Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan 
izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
56
 
1) PermohonanOpoligami harus bersifatOkontensius, pihak istriOdidudukkan 
sebagaiOtermohon. 
2) AlasanOizin poligamiOyang diatur dalam PasalO4 ayat (2) OUndang-
Undang NomorO1 Tahun 1974Obersifat fakultatif, Omaksudnya bila salah 
satu persyaratanOtersebut tidakOdapatOdibuktikan, OPengadilan Agama/ 
MahkamahOSyar’iyah tidak dapatOmemberi izin poligami. 
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3) PersyaratanOizin poligami yang diatur dalam PasalO5Oayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974Obersifat kumulatif, Omaksudnya 
Pengadilan Agama/ MahkamahOSyar’iyah hanya dapat memberikan izin 
poligamiOjika semuaOpersyaratan tersebut telah terpenuhi. 
4) Harta bersamaOdalam hal suami beristriOlebih dari satu orang, 
telahOdiatur dalam PasalO94 KompilasiOHukum Islam, akan tetapiVpasal 
tersebut mengandung ketidakadilan, karenaOdalam keadaan tertentu dapat 
merugikan istri yang dinikahi terlebih dahulu, oleh karenanya pasal 
tersebut harus dipahami sebagaimanaOdiuraikan dalam angka (5) dibawah 
ini. 
5) HartaOyangOdiperoleh olehOsuami selama dalamOikatan perkawinan 
dengan istri pertama, merupakanOharta bersama milik suamiOdan istri 
pertama. Sedangkan hartaOyang diperoleh suami selamaOdalam ikatan 
perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pulaOsuami masih terikat 
perkawinan dengan istri pertama, Omaka hartaOtersebut merupakan harta 
bersama milik suami, istri pertamaOdanOistri kedua. DemikianOpula 
halnya sama denganOperkawinan kedua, jikaOsuami melakukan 
perkawinanOdenganOistriOketigaOdanOkeempat. 
6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta 
yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga, dan keempat (seperti 
rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan 
istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta 
bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat. 
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7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri 
lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya 
adalah sebagai berikut : “Untuk istri pertama ½ dari harta bersama dengan 
suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 dari harta bersama 
yang diperoleh suami bersama dengan istri kedua, ditambah ¼ dari harta 
bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan 
istri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami 
bersama dengan istri keempat, istri ketiga, istri kedua dan istri pertama”. 
8) Harta yangOdiperoleh oleh istri pertama, kedua, Oketiga danOkeempat 
merupakan harta bersamaOdengan suaminya, kecualiOyang diperoleh 
suami/istriOdari hadiah/warisan. 
9) Pada saatOpermohonan izin poligami, suamiOwajib pula mengajukan 
permohonanOpenetapanOharta bersamaOdengan istri sebelumnya, atau 
hartaObersama dengan istri-istriOsebelumnya. DalamOhal suamiOtidak 
mengajukanOpermohonan penetapanOharta bersama yangOdigabung 
dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat 
mengajukanOrekonvensiOpenetapan hartaObersama. 
10) DalamOhal suami tidakOmengajukan permohonanOpenetapan harta 
 bersama yangOdigabung denganOpermohonan izinOpoligami, sedangkan 
 istri terdauluOtidak mengajukanOrekonvensi penetapanOharta bersama 
 dalam perkara permohonanOizin poligami, OsebagaimanaOyang 
 dimaksudOdalam angka (9) diatas, permohonanOpenetapan izin 
 poligamiOharus dinyatakanOtidakOdapatOditerima. 
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Adapun seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ingin mengajukan 
poligami, makaowajib baginyaomemperolehoizinoterlebih dahuluodari 
pejabat/atasannya, odanobagi PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang 
kedua/ ketiga/ keempat. Peraturan Pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. 
Selain seorang suami harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU 
Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, 




Prosedur khusus mengenai izin perkawinan PNS untuk berpoligami 
atau beristri lebih dari satu secara khusus diatur dalam Pasal 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, 
yaitu : 
1. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib 
memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.  
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri 
kedua/ketiga/keempat. 
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara 
tertulis. 
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus 
dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk 
beristri lebih dari seorang. 
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Yang dimaksud dengan izin pejabat dalam ketentuan tersebut menurut 
Pasal 1 huruf b PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan 
perceraian bagi pegawai negeri sipil (PP 10/1983) yaitu : 
1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
4. Pimpinan Lembaga Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tinkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;
Pengaturan untuk poligamioPNSodiatur sangatoketat, hal ini 
dilakukan karenaoPNSomerupakan cerminanodari institusionegaraoyang 
selayaknyaomenjadioteladanodalam masyarakat. Apabila PNS sengaja 
melakukan poligami tanpa izin dan tidak dicatatkan maka akan mendapat 
hukuman disiplin berat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur 
dalam Pasal 7 ayat (4) PP 53 Tahun 2010 yang terdiri dari : 
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. Pembebasan dari jabatan;
d. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS;
e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
